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ABSTRAK 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan dengan judul: Analisis 

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Praktik Jual Beli Tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini memuat tiga permasalahan 

yaitu : (1)Bagaimana praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo? (2)Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah 

di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? (3)Bagaimana analisis 

hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo? 

Tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi 

dan dokumentasi.Selanjutnya dianalisis dengan tehnik deskriptif kualitatif dengan 

pola pikir deduktif. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1)Praktik jual beli di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini terjadi antara yaitu petani (penjual) 

dengan CV(pembeli) dan CV (penjual) dengan pembeli tanah kavling (pembeli). 

Jual beli yang dilakukan antara petani dengan CV dilakukan didepan notaris dan 

secara hukum sah karena tanah yang dijual tersebut memang milik petani, 

sedangan jual beli yang dilakukan  antara CV dengan pembeli dilakukan secara 

kekeluargaan tanpa adanya notaris dan pembeli saat itu tidak tau jika tanah 

tersebut belum menjadi milik CV. Sehingga terjadi sengketa saat pembeli sudah 

melunasi tanah tersebut kepada CV sedangkan CV belum melunasi tanah tersebut 

kepada petani.(2)Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan 

antara petani selaku penjual dengan CV selaku pembeli adalah sah karena telah 

memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan jual beli yang terjadi antara CV selaku 

penjual dan para pembeli adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat barang 

yakni bukan milik sendiri dan tidak atas penguasaan CV. Pembeli pun awalnya 

tidak tahu bahwa tanah tersebut masih menjadi milik petani. Adanya unsur gharar 

karena terjadi kerjasama antara CV dengan para pejabat kampung setempat untuk 

mengatakan bahwa tanah tersebut telah menjadi milik CV padahal tanah tersebut 

masih milik petani.(3)Dalam Tinjauan hukum positif jual beli yang dilakukan 

antara petani selaku penjual dan CV selaku pembeli adalah sah menurut hukum 

karena dilakukan di depan Notaris dan sertifikat tanah tersebut milik petani selaku 

penjual, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan 

jual beli yang dilakukan antara CV selaku penjual dengan para pembeli adalah 

tidak sah karena tidak dilakukan di depan Notaris dan sertifikat tanah tersebut 

bukan milik CV selaku penjual, sehingga tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sejalan dengan kesimpulan diatas untuk hak dan kewajiban masing-masing 

dalam jual beli tanah sebaiknya (1)Para pengembang tanah khususnya CV untuk 

menjual tanah yang memang telah menjadi hak milik saja agar tidak merugikan 

banyak pihak dikemudian hari.(2)Para pembeli tanah, untuk benar-benar 

memeriksa sertifikat hak atas tanah yang akan dibeli dan berkonsultasi pada pihak 

PPAT.



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

x 
 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR ......................................................................................... viii 

DAFTAR ISI ........................................................................................................... x 

BAB I PENDAHULUAN ....................................................................................... 1 

A. Latar Belakang ............................................................................................. 1 

B. Identifikasi Masalah .................................................................................... 7 

C. Rumusan Masalah ........................................................................................ 8 

D. Kajian Pustaka ............................................................................................. 9 

E. Tujuan Penelitian ....................................................................................... 12 

F. Kegunaan Penelitian .................................................................................. 12 

G. Definisi Operasional .................................................................................. 13 

H. Metode Penelitian ...................................................................................... 14 

I. Sistematika Pembahasan ........................................................................... 20 

BAB II KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA .................................................................................... 22 

A. Konsep jual beli dalam hukum Islam ......................................................... 22 

1. Pengertian Jual Beli ............................................................................... 22 

2. Dasar Hukum Jual Beli .......................................................................... 23 

3. Rukun dan Syarat Jual beli .................................................................... 24 

B. Konsep jual beli tanah dalam hukum positif ............................................. 39 

1. Pengertian  Jual Beli .............................................................................. 39 

2. Pelaksanaan Jual Beli Tanah secara Teknis ........................................... 42 

BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA 

PEPE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO .............................. 49 

A. Gambaran Umum Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ..... 49 

B. Praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo ............................................................................................................. 51 

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA PEPE KECAMATAN SEDATI 

KABUPATEN SIDOARJO .................................................................................. 61 

A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual 

Beli Tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ................... 63 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

xi 
 

1. Analisis menurut hukum Islam .............................................................. 63 

2. Analisis menurut hukum positif ............................................................. 68 

BAB V KESIMPULAN ........................................................................................ 71 

A. Kesimpulan ................................................................................................ 71 

B. Saran .......................................................................................................... 72 

LAMPIRAN .......................................................................................................... 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ada tiga kebutuhan pokok manusia yaitu sandang, pangan, dan papan.1 

Tanah merupakan dasar untuk memenuhi salah satu kebutuhan pokok di atas 

yaitu papan. Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi seluruh makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa terutama manusia. Sejak lahir hingga meninggal 

manusia tak dapat lepas dari kebutuhannya dengan tanah. Tanah biasa 

dimanfaatkan oleh manusia dari mulai dipergunakan untuk tempat tinggal 

hingga menghasilkan sumber kehidupan dan diakhir hayat nanti dimanfaatkan 

sebagai “rumah terakhir” dan menunggu hari kiamat tiba dan dibangkitkan 

kembali untuk di hisab segala amal perbuatan kita. Itulah sebabnya dari lahir 

hingga meninggal dunia manusia sangat bergantung pada Tanah. 

Kebutuhan manusia akan tanah akan semakin meningkat seiring 

bertambahnya populasi manusia dari hari ke hari. Hal ini dikarenakan tanah 

merupakan tempat untuk berteduh (tempat tinggal), tempat penghasil 

makanan, hingga tempat mereka dimakamkan di akhir hayatnya. Oleh karena 

itu, tanah menjadi kebutuhan penting yang harus dipenuhi baik dari kebutuhan 

yang kecil hanya untuk tempat tinggal sampai ke kebutuhan yang besar yaitu 

untuk kebutuhan usaha dan sosial. Itu menjadi alasan logis untuk menjadikan

                                                           
1 Menurut KBBI Sandang adalah pakaian atau bahan pakaian, Pangan adalah makanan dan Papan 

adalah adalah rumah atau tempat tinggal.  
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tanah menjadi suatu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh semua kalangan baik 

kalangan ke bawah maupun kalangan ke atas.  

Sebagai salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan berupa tanah 

adalah dengan cara jual beli. Artinya apabila ada seseorang yang ingin 

memiliki sebuah tanah ia harus membeli dari orang yang menjual tanah 

tersebut. Jual beli tanah adalah salah satu cara mudah agar seseorang dapat 

memiliki dan memenuhi kebutuhannya akan tanah yang selanjutnya 

dibuktikan dengan akta kepemilikan atas tanah tersebut. 

Jual beli sendiri adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam. 

Adanya syariat tersebut untuk menghindarkan manusia dari  kesulitan dalam 

bermuamalah dengan hartanya. Agar jual beli tersebut dapat dilaksanakan 

secara halal sesuai ketentuan yang disyariatkan. Harus mengikuti ketentuan 

yang berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang 

dilarang. 

Hal ini sesuai dengan kaidah  

ل ي لُِع ل ىِا ِا لدى ِي دُلى ةُِح تَّى ب اح  ي اء ِالْ   ِالْ  ش  ر ي ِ لْ  ص لُِفِ  التىح   
Artinya : “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada 

dalil yang menunjukkan keharamannya”2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2Muhammad Nor Abdi, Kaidah Fiqih dalam Muamalah. 

(https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqih-dalam-muamalah/), diakses 

senin 29/04/2019 pukul 14:48 

https://muhammadnorabdi.wordpress.com/2011/08/13/kaidah-fiqih-dalam-muamalah/
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Hal ini sesuai dengan Hadist 

ِالِ  أ لُنِ  ِاللىه ِالرىجُلُِي س  ِقُ ل تُِي ار سُول  ز امٍِق ال  ِب ن ِح  ِح ك يم  ِعِ ب  ي ع ِو ل يِ ع ن  ب يعُهُِس  ن د يِأ ف أِ 
ِع ن د كِ  ِم اِل ي س  ت بع  ِلَ   ق ال 

Hadist riwayat dari Hakim bin Hizam ia berkata:”Aku pernah 
menanyakan kepada Rasulullah saw tentang seorang lelaki yang 
menanyakan kepadaku tentang hukum jual beli barang yang tidak 
dimiliki, apakah aku boleh menjualnya?” Rasulullah menjawab:”tidak 
boleh menjual belikan barang yang tidak anda miliki”.  

 
Dalam tradisi perekonomian terdapat beberapa unsur yang 

mempengaruhi kegiatan jual beli. Unsur-unsur tersebut dalam mazhab Hanafi 

dicatat sebagai rukun jual beli. Rukun jual beli yang paling utama bagi mazhab 

Hanafi adalah ijab dan kabul. Sebab keduanya membuktikan adanya proses 

pertukaran atau terjadi kegiatan yang saling memberi atau menempati 

kedudukan ijab dan kabul tersebut. Berdasarkan jumhur ulama ada empat 

rukun jual beli, yaitu : penjual, pembeli, objek jual beli, ijab kabul.3 

Syarat sah jual beli jika dilihat dari objeknya adalah bersih barangnya 

(tidak najis atau haram), dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan 

akad, mampu menyerahkan, mengetahui keadaan barang, barang yang 

diakadkan di tangan (dikuasai oleh pemilik).4 

Keragaman praktik jual beli yang berbeda beda selain didasari oleh pola 

penjual dan pembeli yang bervariasi, juga didasari oleh perilaku jual beli yang 

berbeda-beda mulai dari tawar-menawar, pengambilan keuntungan, kejujuran 

tentang kualitas dan sebagainya. Maka kedua belah pihak harus memahami 

apakah jual beli yang mereka lakukan sudah sesuai syariat Islam atau belum. 

                                                           
3 M Abdurrahman,Fikih Muâmalah Mâliyah  (Bandung:PT Refika Aditama, 2017), 39 
4 Suhrawardi K.Lubis dan Farid \Wajdi, Hukum Ekonomi Islam  (Jakarta: Sinar Grafika, 2014),  143 
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Itulah sebabnya, setiap orang yang menggeluti dunia usaha ataupun bisnis 

harus mengetahui hal-hal apa saja yang dapat mengakibatkan batalnya jual 

beli, untuk menghindari adanya kesalapahaman dan adanya pihak yang 

dirugikan. Namun, pada kenyataannya masih sangat banyak p\\ara pembeli yang 

mengeluh merasa ditipu oleh para penjual properti. Padahal hal semacam itu 

dapat terjadi dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

prosedur jual beli yang aman sesuai dengan peraturan negara Indonesia. Oleh 

karena itu, sebaiknya apabila kita hendak melakukan jual beli atau transaksi 

ekonomi apapun yang bernilai cukup besar pelajarilah tata caranya terlebih 

dahulu untuk meminimalisir penipuan yang kerap terjadi terutama dalam hal 

jual beli tanah. 

Praktik jual beli tanah di Indonesia biasanya akan dibuatkan suatu 

bentuk perjanjian akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) atau pejabat yang berwenang. Pengikatan ini merupakan 

implementasi dari asas kebebasan berkontrak, dimana para pihak bebas 

menentukan keinginannya asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan 

dengan undang-undang maupun ketertiban umum.5 

Perjanjian jual beli sering kita temukan dalam kehidupan sehari hari, 

khususnya perjanjian jual beli tanah yang penerapannya dapat kita jumpai di 

masyarakat maupun di kantor-kantor  PPAT. Dalam perjanjian jual beli tanah 

yang di buat oleh pejabat yang berwenang atas keabsahan perjanjian tersebut, 

                                                           
5 Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), 36 
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biasanya menerapkan asas kebebasan berkontak yang mana baik pihak pembeli 

maupun penjual dapat dengan bebas mengemukakan apa yang menjadi maksud 

dan tujuan dari isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini merupakan suatu 

perjanjian yang umumnya dilakukan oleh para perusahaan penyedia tanah 

tersebut sebelum membuat akta jual beli tanah yang harus di lakukan 

dihadapan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) agar dapat mengalihkan hak 

tanah milik penjual menjadi hak tanah milik pembeli. Dengan dibentuknya 

Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 Tentang pendaftaran tanah,  

setiap jual beli tanah harus dilakukan dengan suatu akta yang dibuat oleh dan 

dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).6 

Prinsip utama dari jual beli tanah adalah adanya hak yang melekat pada 

si penjual atau pemilik tanah tersebut. Dengan kata lain seseorang tersebut 

memiliki kekuatan hukum sebagai pemilik hak atas tanah tersebut. Karena 

memiliki konsekuensi hukum, sehingga tanah tersebut legal untuk di jual 

apabila subjek hukum sah sebagai pemilik hak tanah. artinya penjual benar-

benar memiliki hak jual dengan dibuktikan sertifikat yang terbit atas nama 

penjual selaku pemilik sah, atau alat bukti lain yang diakui sah secara hukum.7 

Oleh sebab itu, sebaiknya sebelum kita membeli sebidang tanah ke 

perseorangan ataupun perusahaan hendaklah memeriksa bukti-bukti 

kepemilikan  yang dimiliki oleh si penjual serta keaslian bukti tersebut. supaya, 

                                                           
6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembetukan Undang-Undang Pokok Agraria 
Isi dan Pelaksanaannya (Jakarta: Djambatan, 2013), 215 
7Siti Hadijah. (https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan-

bangunan), diakses senin 22/04/2019 pukul 23.08 

https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan-bangunan),%20diakses%20senin%2022/04/2019
https://www.cermati.com/artikel/syarat-serta-prosedur-jual-beli-tanah-dan-bangunan),%20diakses%20senin%2022/04/2019
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apabila ada masalah dikemudian hari dapat dipertanggungjawabkan secara 

hukum. 

Praktik jual beli di masyarakat adalah penjual tanah membeli tanah 

tersebut terlebih dahulu untuk kemudian dijual kembali dalam bentuk 

kaplingan. Namun peneliti menemukan masih banyak praktik jual beli tanah 

yang belum lunas pembayarannya kepada sang pemilik namun tanah yang 

sedang diangsur tersebut (belum lunas) sudah dijual kembali kepada orang lain. 

Dengan adanya praktik jual beli tanah yang belum menjadi hak milik ini (belum 

lunas), maka di khawatirkan akan menimbulkan masalah di kemudian hari 

apabila pihak penjual yang belum lunas ini tidak dapat membayar atau 

melunasi (wanprestasi). Maka dapat merugikan para konsumen (pembeli) yang 

telah membeli tanah kepada penjual  tersebut. Dikarenakan sistem jual beli 

seperti ini memiliki resiko yang sangat tinggi bagi pembeli. Pembeli dapat 

mengalami kerugian besar apabila transaksi jual beli antara pembeli dengan 

penjual telah selesai. Namun, penjual belum dapat memenuhi kewajibannya 

yang disebabkan oleh belum dilunasinya tanah tersebut. Sehingga surat-surat 

yang seharusnya dibuat di PPAT sebagai bukti keabsahan jual beli yang dapat 

di pertanggung jawabkan secara hukum tidak dapat di proses dikarenakan 

syarat yang tidak lengkap. 

Praktik jual beli yang ditemukan oleh peneliti adalah CV Diva karya 

membeli sebidang tanah ke petani dengan sistem memberikan uang muka di 

awal dan mengangsurnya (kredit) selama 6 bulan dimana dari hasil penjualan 

tanah tersebut ke masyarakat. Pembelian tanah tersebut dimaksudkan untuk 
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dijual kembali kepada masyarakat dengan sistem kavling. Setelah beberapa 

bulan kemudian banyak pembeli yang telah melunasi pembelian tanah kavling 

tersebut. Lalu pembeli menuntut adanya pembalikan nama atau pemberian 

sertifikat tanah kepada pembeli yang telah melunasi pembelian tanah tersebut. 

Namun, setelah diselidiki CV Diva karya ini belum melunasi pembelian tanah 

tersebut kepada petani. Sehingga kepemilikan tanah tersebut masih atas nama 

petani setempat. Hingga di kemudian hari setelah dimusyawarahkan oleh 

seluruh pembeli tanah yang dapat dilunasi oleh CV Diva karya ini hanya tanah 

yang menjadi objek jual beli gelombang 1, sedangkan tanah objek jual beli 

gelombang 2 dan 3 ditarik kembali oleh petani dikarenakan tidak dapat 

melunasi hingga jatuh tempo. Hal ini terjadi di Desa Pepe Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo. 

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul  “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual 

Beli Tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari pemaparan yang  terdapat dalam latar belakang di atas, penulis 

telah mengidentifikasi beberapa masalah yang muncul dalam praktik Jual Beli 

Tanah di desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut : 

1.  Tanah sebagai Objek yang diperjualbelikan. 

2. Sedikitnya pengetahuan pembeli akan apa yang harus di cermati dalam 

praktik jual beli tanah. 
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3. Sistem penjualan beberapa penjual tanah yang memiliki resiko tinggi untuk 

merugikan pembelinya. 

4. Akad antara CV Diva karya dan petani yang belum selesai. Namun, akad 

antar CV Diva karya dengan para pembeli yang telah usai. Sehingga 

mengakibatkan adanya kerugian atau sengketa. 

5. Analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di 

desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

Berdasarkan beberapa masalah yang telah diidentifikasi oleh peneliti, 

maka peneliti telah menentukan batasan masalah pada penelitian ini, Untuk 

menghasilkan penelitian yang fokus berdasarkan judul penelitian ini, penulis 

membatasi  masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Praktik jual beli tanah yang belum menjadi hak milik di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

3. Analisis hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo? 

2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo? 
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3. Bagaimana analisis hukum positif terhadap praktik jual beli tanah di Desa 

Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian 

yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan beberapa penelitian 

terdahulu yang sejenis atau memiliki keterkaitan, sehingga tidak terjadi 

pengulangan penelitian atau plagiasi. Dalam proses penelusuran penulis telah 

menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan Praktik Jual Beli Tanah, 

diantaranya : 

1. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah Urug 

(Studi Kasus di Desa Alasrajah Blega Bangkalan)”  oleh Hafid pada tahun 

2018. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli 

tanah di Desa Alasrajah ini sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli secara 

hukum Islam. Namun, berdasarkan hasil penelitian di lapangan peneliti 

menemukan sebuah kecurangan dalam hal takaran urukan tanah karena dapat 

merugikan salah satu pihak yang dapat menimbulkan adanya 

ketidaksesuaian di dalam hukum Islam. Sebaiknya masyarakat lebih 

memperhatikan tentang legalitas kepemilikan tanah. serta meminta 

pemerintah setempat untuk lebih memantau kegiatan pengurukan tanah di 

desa tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penulis adalah terdapat 

pada objeknya yaitu mengenai jual beli tanah. perbedaannya adalah pada 

pembahasan penelitian, penelitian tersebut lebih membahas pada takaran 
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urukan tanah yang tidak benar benar diperhitungkan, sedangkan penulis  

lebih membahas tentang keabsahan dan legalitas jual beli tanah yang terjadi 

di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.8 

2. Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah 

Pemakaman Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus Pemakaman San 

Diego Hills dan Al Azhar) oleh Sulaiman Affandy pada tahun 2015. Dalam 

penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa  praktik jual beli tanah 

pemakaman dapat dilakukan menggunakan dua cara, yaitu: pertama 

pembelian Pre Need (membeli sebelum membutuhkan tanah makam 

tersebut) atau At Need  (membeli saat digunakan atau tepat pada hari duka. 

Pembelian dapat dilakukan secara tunai ataupun kredit. Hanya saja, dalam 

praktiknya terkadang kurang memperhatian prinsip-prinsip dalam muamalah 

yaitu kemaslahatan dan kesederhanaan. Mahalnya harga tanah makam 

terkadang membuat hanya orang orang tertentu saja yang dapat 

menggunakan tanah tersebut. Persamaan Penelitian tersebut dengan penulis 

adalah terdapat Pada objeknya yaitu mengenai jual beli tanah. Perbedaannya 

adalah pada ruang lingkupnya. Penelitian tersebut membahas tentang tanah 

makam yang diperjualbelikan, sedangkan penulis membahas tentang tanah 

yang belum sempurna menjadi hak milik namun telah diperjualbelikan.9 

                                                           
8 Hafid,” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Urug”(Studi kasus di Desa 

Alasrajah Blega Bangkalan)” (Skripsi-Universitas Islam Negri Sunan Ampel, Surabaya, 2018). 
9 Sulaiman Affandy,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Tanah Pemakaman 
Modern di Kabupaten Karawang (Studi Kasus: Pemakaman San Diego Hills dan Al-Azhar), 
(Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2015). 
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3. Pada Skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Tanah 

Sawah Tahunan di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo”  

oleh Ifda Faridatul Khiftyani pada tahun 2016. Dalam penelitian tersebut di 

jelaskan bahwa akad yang digunakan pada saat itu adalah akad jual beli. 

Namun, pada kenyataannya yang terjadi adalah akad sewa menyewa. Namun 

akad sewa menyewa yang di iringi akad jual beli ini sah dalam hukum adat 

daerah tersebut. Dimana pihak penjual menyewakan sebidang tanahnya 

kepada dalam batas waktu tertentu. Dalam hukum jual beli memang cukup 

sah dan jelas namun ada pihak penjual yang tidak mengetahui hasil dari 

penjualan tanah tersebut karena melalui perantara. Dan juga pembayaran 

pajak untuk tanah tersebut seharusnya di bayar oleh pemilik tanah tersebut 

yaitu si penjual. Karena pembeli hanya mengambil manfaat dari tanah 

tersebut untuk beberaapa waktu di awal. Persamaan Penelitian tersebut 

dengan penulis adalah terdapat Pada objeknya yaitu mengenai jual beli 

tanah. perbedaannya adalah pada pembahasan penelitian, penelitian tersebut 

lebih membahas kepada kerancuan antara akad sewa menyewa dan jual beli 

yang terjadi pada saat itu. Namun, penulis membahas tentang jual beli tanah 

di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo menurut hukum positif 

di Indonesia.10 

 

                                                           
10 Ifda Faridatul Khiftiyani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Sawah Tahunan di 

Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” (Skripsi-Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri, Ponorogo, 2016). 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis untuk 

melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui  praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo. 

2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap jual beli tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

3. Mengetahui analisis hukum positif terhadap Jual Beli Tanah di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

 

F. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan baik secara 

teoritis maupun secara praktis. Dalam pandangan umum, kegunaan penelitian 

yang dilakukan penulis dapat dilihat dari dua aspek, yaitu :  

1. Aspek Teoritis  

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

dan memperluas wawasan dan pola pikir di bidang keilmuan serta praktik 

hukum Islam dan bidang muamalah terutama pada masalah jual-beli dalam 

pertanahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang 

akan melakukan penelitian lanjutan atau serupa. 

1. Aspek Praktis  

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan pertimbangan dalam kegiatan bermuamalah yang sesuai dengan 
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aturan-aturan hukum Islam dan Undang Undang, serta sebagai bahan 

memperbaiki diri dan berhati-hati untuk melakukan jual-beli tanah sesuai 

dengan atura-aturan hukum Islam dan khususnya jual beli menurut hukum 

positif yang berlaku di Indonesia. 

 

G. Definisi Operasional  

Dalam memahami suatu pembahasan maka perlu dilakukannya atau 

adanya suatu pendefinisian agar tidak terjadi multitafsir atau suatu 

kesalapahaman istilah dalam penelitian ini, maka penulis memberikan 

penjelasan sebagai berikut : 

1. Hukum Islam  

Hukum Islam adalah Pendapat fuqaha yang bersumber dari al-

qur’an, as-sunnah dan pendapat ulama’. Hukum Islam yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah hukum Islam tentang Jual beli. 

2. Hukum Positif  

Hukum Positif adalah hukum atau sekumpulan aturan yang dibuat 

oleh manusia, yang berlaku saat ini dan mengikat secara khusus maupun 

umum dan ditegakkan melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara 

Indonesia. Dalam penelitian ini hukum positif yang digunakan adalah 

Undang-Undang No.5  Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 

Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) tentang jual 

beli. 
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3. Jual beli tanah  

Penjualan tanah yang dimaksud adalah proses jual-beli tanah 

dimana si penjual belum memiliki hak milik atas tanah tersebut. Namun, 

tanah tersebut telah dijual kepada si pembeli. Dan si penjual baru 

memberikan uang muka atas pembelian tanah tersebut kepada petani 

setempat selaku pemilik tanah dan berencana melunasinya dengan hasil 

pembayaran dari penjualan tanah tersebut. Studi kasus berlokasi di Desa 

Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

 

H. Metode Penelitian  

Menurut pendapat Sutrisno Hadi di dalam buku Penelitian terapan, Ia 

menjelaskan bahwa metode penelitian adalah suatu usaha menemukan, 

mengembangkan pengetahuan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 

Usaha yang dilakukan menggunakan metode-metode Ilmiah.11 Jadi metode 

penelitian adalah suatu cara sistematis dan terstruktur untuk digunakan oleh 

para peneliti agar dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Hal itu 

bertujuan untuk mendapatkan kebenaran jawaban untuk objek penelitian yang 

dikaji oleh peneliti.  

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan), yaitu 

penelitian yang dilakukan langsung dengan cara terjun kelapangan untuk 

melakukan pengumpulan data dan informasi. Informasi tersebut dapat 

                                                           
11 Hadari nawawi,Penelitian Terapan (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press,1996), 9 
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diperoleh langsung dari para informan yang berada dilokasi tempat 

penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti.12 Sehingga berdasarkan 

pengertian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan 

informasi tentang masalah yang sedang diteliti secara langsung di tempat 

objek penelitian yang berlokasi di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten 

Sidoarjo. Dan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. 

 

2. Data yang dikumpulkan  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka data-

data yang akan dikumpulkan meliputi: 

a. Data Primer  

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber utama 

(narasumber) atau sumber asli. 

1) Data mengenai proses pembelian tanah oleh CV Difa karya 

dari petani. 

2) Data mengenai proses penjualan tanah kavling kepada para 

pembeli. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah tersedia, sehingga tugas 

kita hanya mencari dan mengumpulkannya, misalnya di perpustakaan, 

                                                           
12 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2007), 21 
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perusahaan-perusahaan, organisasi perdagangan, dan kantor 

pemerintahan13 

Adapun Data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

1) Profil Pembeli CV Difa Karya 

2) Data mengenai surat-surat yang berkaitan dengan pembelian tanah 

kavling. 

3) Data mengenai gambar lokasi penelitian yang berada di Desa Pepe 

Kecamatan Sedati Kab Sidoarjo. 

3. Sumber data 

a. Sumber Primer  

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber yang diwawancara menggunakan alat untuk menyimpan 

informasi yand dicari. Data yang diperlukan oleh peneliti dapat 

diperoleh dengan cara wawancara secara langsung kepada pihak-pihak 

yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara tersebut 

dilakukan dengan beberapa narasumber sebagai berikut : 

1) Penjual  

- Ariyanto (51)  pada bagian pengembang dan marketing  

- Allen Triyanto (28) pada bagian penanggung jawab dan 

marketing 

2) Pembeli 

                                                           
13 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Yogyakarta: Graha Ilmu, 

2006), 123. 
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- Khoirul Hamzah  () pembeli pepe cahaya 1  

- Ahmad Mujammil (34)  pembeli pepe cahaya 2   

b. Sumber sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari data 

pendukung berupa dokumen,surat-surat ataupun foto yang berkaitan 

dengan data utama. Sumber sekunder ini dapat diperoleh dari beberapa 

referensi, diantaranya : 

1) Kwitansi Pembayaran Tanah  

2) Bukti Lunas Pembayaran Tanah (pihak pembeli) 

3) Foto lokasi 

4) Foto keberadaan rumah contoh yang ada pada tanah tersebut  

5) Surat perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Observasi  

Observasi adalah suatu cara atau pengamatan yang sistematik 

dan selektif terhadap suatu interaksi dan fenomena yang terjadi.  Dengan 

teknik observasi, penulis akan mencari dan berusaha untuk memperoleh 

data tentang lokasi yang menjadi objek jual beli tanah yang mendukung 

terselesaikannya penelitian. 

b. Wawancara  
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Wawancara adalah suatu proses tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai (narasumber), agar memperoleh keterangan (sumber 

informasi) untuk tujuan penelitian. Dengan dilakukannya wawancara 

penelito memperoleh data tentang : 

- Kronologi jual beli tanah antara petani dengan CV Difa Karya 

- Kronologi jual beli antara CV Diva Karya dengan pembeli 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berkaitan 

dengan topik penelitian baik tertulis, berupa gambar dan sebagainya.  

Dalam hal ini dokumentasi yang akan penulis lakukan yaitu 

mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian, seperti 

transaksi jual beli, surat perjanjian jual beli,  dan foto lokasi. 

5.  Teknik Pengolahan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

a. Organizing, adalah meringkas data yang berisi hasil-hasil observasi 

secara sistematika, hasil observasi yang belum tersusun secara rapi 

menjadi pengelompokkan data, sehingga memperoleh gambaran 

masalah yang sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam 

hal ini penulis akan menyusun data-data terkait dengan objek yang 

sedang diteliti oleh penulis sehingga dapat menghasilkan informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan rumusan masalah. 
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b. Editing, adalah kegiatan memeriksa suatu instrumen penelitian 

(termasuk quetioner survei ) yang sudah terisi, dengan tujuan untuk 

meminimalisir dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan isi (content 

errors), ketidaklengkapan (incompleteness), perbedaan-perbedaan 

informasi yang diperoleh dari responden dan kesalahan-kesalahan 

pengklasifikasian (misclassification). Yang dimaksudkan dengan 

meneliti dan melakukan editing terhadap data-data yang diperoleh 

penulis dari para pembeli dan hasil survei lokasi yang terkait dengan 

penelitian. 

c. Analyzing, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil 

editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber 

penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya sehingga 

diperoleh kesimpulan. Dalam hal ini peneliti akan menganalisis data dan 

sumber yang ada untuk kemudian direlevansikan dengan hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia khusunya terkait jual beli. 

6. Teknik Analisis Data 

Setelah menghimpun dan mengumpulkan data yang dibutuhkan 

kemudian disusun secara sistematik dan selanjutnya dianalisis secara kritis 

oleh penulis menggunakan hukum Islam dan Hukum Positif. Analisis data 

adalah dokumen atau data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data 

selanjutnya dideskripsikan dengan tolah ukur hukum Islam dan hukum 

positif agar mengasilakan interpretasi yang tepat serta akurat. 
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Analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

deskriptif komparasi kualitatif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan 

kondisi yang ada dan meringkasnya,situasi dan fenomena realitas sosial 

yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, kemudian menarik 

sebuah gambaran tentang kondisi,situasi dan fenomena tertentu. 

Berdasarkan data-data tentang objek penelitian ini, penulis telah 

mendapatkan informasi yang didapat dari proses mencatat, menganalisa, 

yang kemudian di interpretasikan dengan pola pemikiran deduktif yang 

berdasarkan pada hal-hal yang berkaitan dengan praktik jual belitanah 

yange belum menjadi hak milik selanjutnya ditarik kesimpulan. Penulis 

meletakkan norma hukum Islam yaitu menggunakan teori jual beli dan 

Hukum Positif di Indonesia yang berkaitan dengan jual beli dan 

pemindahan hak kepemilikan tanah sebagai acuan dalam menganalisa 

fakta-fakta dilapangan yang sesuai dengan praktik jual beli yang belum 

menjadi hak milik di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah dan memberikan gambaran yang jelas mengenai 

pembahsan tentang skripsi ini, Maka pembahasan di tulis secara sistematis 

yang terdiri dari lima bab, rinciannya sebagai berikut : 

Bab Pertama berisi tentang Pendahuluan berupa gambaran umum 

sebuah penelitian yang terdiri dari latar belakang,identifikasi masalah, 

batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, 
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kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua membahan tentang Teori jual beli menurut hukum Islam 

dan hukum positif di Indonesia 

Bab ketiga membahas tentang data yang diperoleh dari hasil penelitian 

tentang Gambaran Umum Praktik Jual Beli Tanah yang Belum menjadi Hak 

Milik dan Lokasi Penelitian, yakni meliputi lokasi penelitian, gambaran 

umum transaksi jual beli, dan fakta yang ada dilapangan. 

Bab keempat berisi Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap 

Praktik Jual Beli Tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menganalisis hasil penelitian 

dengan menggunakan teori-teori hukun Islam dan Hukum Positif tentang Jual 

Beli. 

Bab Kelima berisi Penutup, dengan rincian kesimpulan yang berisi 

jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran yang dapat 

memberikan masukan yang membangun, kemudian ditutup dengan daftar 

pustaka dan lampiran-lampiran lainnya
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BAB II 

KONSEP JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM 

POSITIF DI INDONESIA 

 

A. Konsep jual beli dalam hukum Islam 

1. Pengertian Jual Beli  

Perdagangan atau jual beli (ُِالَْبيَْع) secara bahasa berasal dari Bahasa 

Arab yaitu al-bai‘ yang artinya barter atau pertukaran.14 Ada pula yang 

mengartikan jual beli adalah tukar menukar suatu benda dengan yang lain, 

yang dilakukan antara dua orang atas dasar kerelaan dengan menggunakan 

ijab kabul.15 

Sedangkan secara terminologi, menurut Imam Hanafi, beliau 

menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang 

dengan cara tertentu atau menukar sesuatu yang disenangi dengan barang 

yang setara nilai dan manfaat nilainya setara dan membawa manfaat bagi 

masing masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan cara ijab 

kabul atau saling memberi.16 

Dalam sistem ekonomi Islam jual beli adalah kontrak, seperti 

kontrak sipil lainnya. Yang dibuat berdasarkan peryataan (ijab) dan 

penerimaan (kabul) yang dinyatakan dengan jelas baik secara maupun 

melalui media lain yang bermakna sama. Sebuah jual beli dapat dilakukan 

                                                           
14 H.Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 

2017), 75 
15 Ustadz Dja’far Amir, Ilmu Fiqih (Solo: CV.Ramadhan, 1991), 159 
16 Imam Mustofa, Fikih Mu’amalah Kontemporer (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 21 
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secara tunai ataupun kredit sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara 

penjual dan pembeli17.  

2. Dasar Hukum Jual Beli  

a. Al- Qur’an  

1) Al Baqarah ayat 275 

رىم ِالرِّب اِ ِو ح  ي ع  ِال ب   لىِاللىهُ ۚ  و أ ح   
Artinya : “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 

riba" 

2) Al Baqarah 282 

ِ   ۚ ِ م  تُ اِت  ب اي  ع  واِإ ذ  دُ ه   و أ ش 
Artinya : ”Dan persaksikanlah apabila kamu jual beli” 

3) Al Baqarah ayat 198 

  ۚ ِ م  ِر بِّكُ ن  ِم  لًا واِف ض  غُ ت   ِت  ب  ِأ ن  ن احٌ ِجُ م  ل ي كُ ِع   ل ي س 
 

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rejeki hasil 

perniagaan) dari Tuhanmu.”ِ 

4) An Nisa’ ayat 29  

ِ ون  ِت كُ ِأ ن  ِإ لَى ل  ِب ال ب اط  م  ن كُ ِب  ي   م  و ال كُ واِأ م  لُ ِت أ كُ واِلَ  نُ ِآم  ين  اِالىذ  ي اِأ ي ُّه 
ِ م  ن كُ ِم  ِت  ر اضٍ ِِۚ  تِ  ار ةاِع ن  م  كُ س  واِأ ن  فُ لُ  ُ ت ِت  ق  ِب كُِِۚ  و لَ  ان  كِ  للىه  ِا ِإ نى م 

ا يما  ر ح 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, 

kecuali dengan jalan perniagaan yang belaku dengan suka 

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu 

                                                           
17Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV as-Syifa, 2001), 46 
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membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 

Penyayang kepadaMu.”18 

b. Al Hadist 

Berdasarkan Hadist Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah s.a.w bersabda, 

دٍِ ِف كُلُِّو اح  ِن  ي  عاِِإ ذ اِت  ب اي ع ِالرىجُلً  ي  ت  ف رىق ا،و ك ان اِجَ   اِب الْ  ي ار ،م الَ ِ  هُم  ن   ا.م   
Artinya: “Bila laki-laki berjual beli , maka masing-masing dari keduanya 

memiliki hak khiyar (memilih untuk meneruskan atau 
membatalkan) selama belum berpisah dan keduanya dalam 
keadaan bersama”.19 

 
3. Rukun dan Syarat Jual beli  

Perjanjian jual beli adalah salah satu perbuatan hukum dikarenakan 

adanya peralihan hak ata suatu objek dari penjual ke pembeli, maka 

seharusnya dalam perbuatan hukum ini haruslah memenuhi rukun dan 

syarat jual beli. 

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat 

ulama hanafiyah dan para jumhur ulama. Rukun jual beli menurut 

hanafiyah hanya satu yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka yang menjadi 

rukun dalam jual beli hanyalah kerelaan dari kedua belah pihak untuk 

melakukan jual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur 

hati yang tidak dapat dilihat, maka diperlukan indikasi yang dapat 

menunjukkan suatu kerelaan oleh kedua belah pihak yang melakukan 

transaksi jual beli. menurut mereka, hal tersebut dapat ditunjukkan oleh 

                                                           
18 Imam Mustofa, Fikih Mu’amalah Kontemporer... 23 
19 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. Fikih Muyassar (Jakarta: Darul Haq, 2017), 345 
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adanya ijab dan kabul atau melalui cara saling memberikan barang dan 

harga barang. 

Akan tetapi jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli itu 

ada 4 yaitu :  

a.  Penjual (Bai‘)  

b. Pembeli (Mushtari) 

c. Ijab dan kabul (S}}ighat)  

d. Barang yang diperjual belikan (Ma‘qud ‘Alaih) 

Setelah adanya rukun yang harus dipenuhi diatas, ada beberapa 

syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria dan perbuatan 

tersebut dapat dinilai sah menurut hukum. Diantara rukun diatas berikut 

penjabaran rukun dan syarat tersebut :  

a. Penjual (Bai‘) 

Penjual adalah Seseorang yang menyediakan barang atau jasa 

(Produk) yang dibutuhkan oleh pembeli (konsumen) untuk 

diperjualbelikan. 

b. Pembeli (Mushtari) 

Pembeli adalah Seseorang yang membutuhkan adalah dan 

menggunakan barang atau jasa (produk) untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. Hal ini bisa didapatkan melalui transaksi jual beli. 
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Kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli memiliki 

syarat yang harus dipenuhi yaitu : 

1) Berakal 

2) Dengan kehendaknya sendiri  

3) Keduanya tidak mubazir 

4) Baligh  

Yang dimaksud dengan berakal adalah dapat membedakan atau 

memilih mana yang terbaik bagi dirinya, apabila salah satu pihak tidak 

berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.20 

Sedangkan yang dimaksud dengan kehendak sendiri adalah 

dalam melakukan perbuatan jual beli salah satu pihak tidak melakukan 

paksaan atau tekanan pada pihak lain, sehingga pihak lain tersebut 

melakukan perbuatan jual beli bukan disebabkan oleh kemauannya 

sendiri, tapi dikarenakan adanya unsur paksaan. Jual beli yang 

dilakukan bukan atas kemauan sendiri atau atas dasar paksaan adalah 

tidak sah. 

Adapun yang menjadi dasar bahwa jual beli harus dilakukan 

atas kehendak sendiri ada dalam ketentuan QS. An-Nisa’ ayat 29 “Hai 

orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama suka. 

                                                           
20 Suhrawardi K Lubis, Hukum ekonomi Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 130 
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Perkataan suka sama suka dalam ayat diatas menjadi dasar 

bahwa jual beli haruslah dilakukan dengan kehendak sendiri yang 

bebas dari unsur tekanan/paksaan dan tipu daya dari orang lain.21 

Keadaan tidak mubazir, maksudnya adalah pihak yang 

mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli bukanlah manusia yang 

boros didalam hukum dikategorikan dalam orang yang tidak cakap 

bertindak. Maksudnya adalah dia tidak dapat melakukan sendiri 

sesuatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum tersebut 

menyangkut kepentingannya sendiri. Mubazir didalam perbuatan 

hukum berada dibawah pengampuan/perwalian, yang melakukan 

perbuatan hukum untuk keperluannya adalah 

pengampuannya/walinya. 

Hal itu sesuai dengan ketentuan hukum dalam QS. An-Nisa’ 

ayat 5 yaitu “janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) 
yang dijadikan Allah sebagai pokock kehidupan. Berilah mereka 
belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada 
mereka kata-kata yang baik. 

 

Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwa yang dimaksud 

dari “belum sempurna akalnya” oleh penafsir diartikan sebagai anak 

yatim yang belum baligh atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur 

hartanya. Sedangkan kalimat “mereka yang ada dalam kekuasaam” 

menurut penafsir menunjukkan bahwa walilah yang bertanggung 

                                                           
21 Suhrawardi K Lubis, Hukum Ekonomi Islam... 131 
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jawab penuh atas segala perbuatan hukum yang dilakukan orang yang 

dalam pengampuan/perwalian tersebut. 

Yang terakhir adalah baligh atau dewasa. Dewasa dalam 

hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, atau telah 

bermimpi/mimpi basah (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak 

perempuan). Dengan demikian jual beli yang diadakan oleh anak kecil 

adalah tidak sah.  

Namun bagaimana jika anak-anak yang sudah dapat 

membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tetapi belum 

dewasa (belum mencapai 15 tahun, belum mimpi basah ataupun haid) 

atau dapat dikatakan mumayyiz. maka jumhur ulama sepakat bahwa 

jual beli tersebut tidak sah sekalipun mendapat izin dari walinya.22 

c. Ijab kabul (S}ighat)  

Unsur utama dari jual-beli adalah ijab dan kabul yang telah 

disepakati oleh para ulama fikih, arti dari ijab dan kabul itu sendiri 

adalah sebagai bentuk kerelaan dari kedua belah pihak yang 

dilangsungkan secara secara jelas dan bersifat mengikat.23 

Diantara syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rukun tersebut 

adalah sebagai berikut : 

Ijab adalah kata-kata yang keluar dari penjual seperti, “Aku 

menjual”. Kabul adalah kata-kata yang keluar dari pembeli seperti “Aku 

                                                           
22 Muhammad Yazid. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 21 
23 M Abdurrahman,Fikih Muâmalah Mâliyah (Bandung:PT Refika Aditama,2017) h.39 
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membeli”. Ini adalah s}ighat yang bersifat perkataan. Adapun s}ighat 

yang bersifat perbuatan, maka ia adalah tindakan saling memberikan 

yaitu, memberi dan menerima. Misalnya, pembeli memberikan harga 

barang kepada penjual, lalu penjual menyerahkan barang tanpa ucapan 

(diantara keduanya).24  

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab kabul dilakukan 

sebab ijab kabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab kabul 

dilakukan dengan lisan,  tetapi kalau tidak mungkin. Misalnya, bisu atau 

yang lainnya, boleh ijab kabul dengan surat-menyurat yang mengandung 

arti ijab kabul. 

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan berhubungan 

dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, 

tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, 

Rasulullah s.a.w bersabda : 

ِت  ر اضٍ.)روهِابوداودِ ِإ لَىع ن  ِلَ يَ  تَ  ق نىِا ث  ن ان  ِِّصِمِق ال  ِالنىبِ  ِهُر ي  ر ة ِرِضِع ن  ِأ بِ  ع ن 
 والتَمذى(

Artinya : “Dari Abi Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w bersabda: janganlah 
dua orang yang jual beli terpisah, sebelum saling meridhai”  (Riwayat 

Abu Daud dan Tirmidzi) 

 

ِت  ر اضٍِ)رواهِابنِمجاه( ُِّصِمِإ نَّى اال ب  ي عُِع ن   ق ل ِالنىبِ 

Artinya : “Rasulullah s.a.w. bersabda: sesungguhnya jual beli hanya sah 
dengan saling merelakan”25 

                                                           
24 Abdul Aziz Mabruk Al-Ahmadi, dkk. Fikih Muyassar\... 346 
25 Syaikh Abu bakar Jabir al-Jaza’iri, Minhajul Muslim ( Jakarta:Darul Haq, 2017), 636 
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Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang 

menjadi kebutuhan sehari-hari tidak di isyaratkan ijab dan kabul, ini 

adalah pendapat jumhur, menurut fatwa Ulama Syafi’iyah, jual beli 

barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul. Tetapi menurut 

Imam Al-Nawawi dan Ulama Muta’akhirin Syafi’iyah berpendirian 

bahwa boleh  jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan 

kabul  seperti sebungkus rokok.26 

Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan 

kabul itu adalah sebagai berikut : 

1) Kabul sesuai dengan ijab, apabila antara ijab dengan kabul ada yang 

tidak sesuai maka jual beli dianggap tidak sah. 

2) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis27, maksudnya adalah 

kedua belah pihak yang akan melangsungkan jual beli hadir dan 

membicarakan hal yang sama (terkait jual beli). ulama Hanafiyah dan 

Malikiyah mengatakan antara ijab dan kabul boleh diantarai oleh 

waktu, agar pihak pembeli dapat berpikir atau memikirkan kembali 

tentang jual beli tersebut. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak telalu lama, 

                                                           
26 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005), 70-71 
27 Ahmad Mujahidin. Prosedur penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), 162 
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dikhawatirkan nantinya dapat menimbulkan dugaan bahwa objek 

yang dibicarakan telah berubah.28  

d. Barang yang diperjualbelikan (Ma‘qud ‘Alaih) 

Salah satu unsur terpenting dalam jual beli adalah adanya 

barang yang diperjualbelikan. Biasanya barang tersebut mengandung 

nilai ekonomi sehingga dapat dijual oleh penjual dan dimanfaatkan 

oleh pembeli29. 

Yang menjadi dimaksud dengan objek jual beli disini adalah 

benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli. 

benda yang dijadikan sebagai objek jual beliini haruslah 

memenuhi syarat syarat berikut :  

1)  Barang itu suci, karena Allah melarang untuk menjual barang-

barang yang haram.  

Rasulullah Saw bersabda : 

اب رٍِ ِج  ِاللّه ِصِمِِع ن  يِ رضِأ نىِر سُو ل  ر ِو ال م  ب  ي ع ِالْ  م  ِإ نىِاللّه ِو ر سُو ل هُِح رىمِ  ت ة ِق ال 
ِ)رواهِالبخارىِوِمسلم( ن ام   و الْ ن ز ي ر ِو ا لْ ص 

 
“Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda : Sesungguhnya Allah dan 
Rasul-Nya mengharamkan penjualan arak, bangkai, babi, dan 
berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim) 

 

 

                                                           
28 Muhammad Yazid. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah), (Surabaya: UIN Sunan Ampel 

Press, 2014), 22 
29 M Abdurrahman,Fikih Muâmalah Mâliyah (Bandung:PT Refika Aditama,2017) h.39 
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 Menurut riwayat lain dari Nabi dinyatakan “kecuali anjing 

untuk berburu” boleh diperjualbelikan. Menurut Syafi’iyah sebab 

keharaman arak, bangkai, anjing, dan babi karena najis. Berhala 

bukan karena najis tetapi karena tidak ada manfaatnya. Menurut 

Syara’, batu berahal jika dipecah-pecah menjadi boleh 

diperjualbelikan karena dapat digunakan untuk membangun gedung 

dan yang lainnya.30  

Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa mazhab Hanafi dan 

Mazhab  Zahiri mengecualikan barang-barang bermanfaat dan 

dapat dijadikan sebagai objek jual beli. untuk itu diperbolehkan 

seseorang untuk menjual kotoran, karena kotoran tinja dan sampah 

sangat dibutuhkan bagi keperluan perkebunan (pupuk tanaman) dan 

bahan bakar perapian.31 

Namun demikian, barang-barang yang mengandung najis, 

arak dan bangkai boleh diperjualbelikan asalkan tidak dikonsumsi 

atau dijadikan bahan makanan.32 

 

 

 

 

                                                           
30 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah... 72 
31 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah jilid 12 ( terjemahan Kamaluddin A. Marzuki), (Bandung: Al 

Ma’arif, 1988), 54   
32 Suhrawardi K Lubis, Hukum ekonomi Islam... 132 
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2) Barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

Bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, 

dikarenakan menurut syara’ barang tersebut tidak bermanfaat bagi 

manusia.33 

Yang di maksud dengan barang yang bermanfaat adalah 

kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan ketentuan hukum 

agama (syariat Islam). Maksudnya, pemanfaatan barang tersebut 

tidak bertentangan dengan norma-norma agama.34 

3) Barang itu milik sendiri (orang yang berakad) 

Maksudnya adalah orang yang melakukan perjanjian jual 

beli atas suatu barang tersebut adalah pemilik barang atau telah 

mendapat izin dari pemilik sah barang.35 Dan tidak sah menjual 

barang yang bukan miliknya dan tanpa seizin pemilik barang 

tersebut atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.36 

Dalam buku lain juga di jelaskan bahwa di larang menjual barang 

yang belum dimiliki seperti menjual ikan di laut, emas di dalam 

tanah dll.37 

Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh orang yang 

bukan pemilik atau orang yang berhak berdasarkan kuasa pemilik 

                                                           
33 Muhammad Yazid. Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)... 24 
34 Suhrawardi K Lubis, Hukum ekonomi Islam... 133 
35 Ibid...134 
36 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah... 73 
37 Ahmad Mujahidin. Prosedur penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2010), 163 
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dipandang sebagai penjanjian jual beli yang batal demi hukum. 

Misalnya seorang suami yang menjual perhiasan milik istrinya 

tanpa mendapat izin dari sang istri perbuatan itu tidak memenuhi 

syarat sah jual beli otomatis penjanjian jual beli tersebut batal.  

Jumhur ulama mengisyaratkan bahwa objek akad harus 

wujud saat dilakukannya transaksi, agar akad dapat terbentuk. Oleh 

sebab itu tidak sah melakukan transaksi atas sesuatu yang tidak 

berbentuk atau fiktif. Jual beli atas sesuatu yang berisiko tidak ada.  

Syarat ini harus terpenuhi menurut ulama Hanafiyah dan 

ulama Syafi’iyah melarang secara mutlak38. Hal ini berdasarkan 

larangan Rasulullah saw. Hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, 

At-Tirmidzi, an-Nasa’i, Abu Dawud, dan Ibnu Majah dari Abdullah 

Ibnu Amr r.a , Rasulullah saw. Bersabda :  

“Tidak halal pemberian utang (atau pesanan) disertai 
dengan transaksi jual beli, tidak halal dua syarat didalam transaksi 
jual beli, tidak halal keuntungan dalam sesuatu yang belum 
bertanggung (keuntungan yang didapatkan oleh seseorang yang 
menjual barang yang dibelinya sebelum ada serah terima), dan tidak 
halal menjual sesuatu yang tidak ada pada kamu” 

 

Sementara itu ulama malikiyah memberlakukan syarat ini 

hanya pada akad-akad mu‘aawadhah39bukan akad-akad derma 

seperti hibah,wakaf dan gadai40. 

                                                           
38 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya:UINSAPress,2014), 109 
39 Akad mu‘aawadhah adalah akad yang dilakukan karena adanya motif bisnis seperti jual beli, 

sew atau yang lainnya. Atau dapat diartikan akad yang berlaku atas dasar timbal balik seperti jual 

beli,sewa menyewa yang dapat ditempuh dengan cara pertukaran harta.  
40), 92 
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Menurut Hanafiyah tidak akad atas barang-barang yang 

tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada. Harta harus kuat, tetap, dan 

benilai, yakni barang yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan. 

Pada benda bukan milik orang lain,jadi tidak boleh menjual barang 

yang bukan miliknya sendiri kecuali diizinkan oleh pemilik 

sebenarnya.  

Sementara itu ulama hanabilah tidak menetapkan syarat ini, 

akan tetapi hanya melarang jual beli yang mengandung unsur gharar 

(risiko) yang memang dilarang oleh syara’ 

Sedangkan selain itu, mereka memperbolehkan jual beli 

yang ma’duum (belum ada wujudnya) jika memang barang itu 

dipastikan ada pada waktu yang akan datang, seperti jual beli rumah 

yang masih dalam bentuk rangka atau skema.  

Adapun hadist yang melarang penjualan seseorang atas 

sesuatu yang tidak ada pada dirinya, karena mengandung unsur 

gharar, karena ada kemungkinan tidak dapat diserah terimakan 

bukan karena alasan barang tersebut ma’duum. 

Menurut seluruh fuqaha‘ termasuk diantaranya Ibnu Hazm, 

Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim, sepakat bahwa penjualan 

seseorang atas sesuatu yang tidak dimiliki adalah tidak boleh.41  

 

                                                           
41 41 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Gema Insani & Darul Fikir,2011), 

92 
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4) Barang tersebut dapat diserah terimakan 

Penjual sebagai pemilik atas barang tersebut mampu 

menyerahkan barang yang telah dijadikan sebagai objek jual beli 

sesuai dengan bentuk, jumlah dan waktu yang telah di perjanjikan.42 

Barang dapat diberikan saat akad berlangsung atau pada saat waktu 

yang telah disepakati saat akad berlangsung.43 

Ketentuan mampu menyerahkan barang dapat di sandarkan pada 

hadist yang di riwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Mas’ud yang 

berbunyi, “Janganlah kamu membeli ikan yang berada di dalam air, 

sengguhnya yang demikian itu mengandung penipuan/gharar 

(ketidak pastian).44 

5) Diketahui (dilihat) 

Apabila dalam jual beli keadaan barang, jumlah harganya 

tidak diketahui, maka perjanjian jual beli itu dapat dikatakan tidak 

sah. Sebab mengandung unsur penipuan dan menimbulkan keraguan 

pada salah satu pihak. 45 Sedangkan masalah pembayaran kedua 

belah pihak harus mengetahui tentang jumlah dan jangka waktu 

pembayaran. Serta disini dapat diartikan bahwa kedua belah pihak 

harus melihat keadaan barang baik mengenai hitungan, letaknya 

ataupun kualitasnya.46 

                                                           
42 Suhrawardi K Lubis, Hukum ekonomi Islam... 134 
43 Ahmad Mujahidin . Prosedur penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia...24 
44 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah jilid 12 ( terjemahan Kamaluddin A. Marzuki...59 
45 Hendi Suhendi. Fiqh Muamalah...73 
46 Suhrawardi K Lubis, Hukum ekonomi Islam...135 
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6) Barang yang diakadkan ada di tangan 

Tentang perjanjian jual beli terhadap suatu barang yang 

belum di tangan (berada dalam penguasaan penjual) dilarang sebab 

bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan 

sebagaimana telah diperjanjikan.47 

Hal ini disandarkan dari hadist yang di riwayatkan oleh 

Ahmad, Al-Baihaqie, dari Ibnu Hibban dengan sanad yang hasan. 

Hakim Bin Hizam berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku 
membeli jualan, apakah halal dan apa yang pula yang haram 
daripadanya untukku?”  Rasulullah bersabda “Jika kamu telah 
membeli sesuatu, maka janganlah kamu jual sebelum adda di 
tanganmu”48 

 
Selain itu ada beberapa masalah yang disepakati oleh sebagian 

ulama dan di perselisihkan oleh ulama lainnya. Yaitu: 

1) Jual beli benda yang dikhawatirkan tidak ada 

Jumhur ulama sepakat jual beli ini adalah tidak sah 

2) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan 

Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan speerti burung yang ada 

di udara atau ikan yang ada di laut adalah tidak sah 

3) Jual beli gharar 

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung kesamaran.  

4) Jual beli barang najis dan terkena najis 

Ulama sepakat tentang jual beli barang yang najis seperti khamr adalah 

tidak boleh. 

                                                           
47 Ibid... 135 
48 Sayyid Sabiq, Fiqh Al-Sunnah jilid 12 ( terjemahan Kamaluddin A. Marzuki...64 
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5) Jual beli air  

Jual beli air yang ada disumur atau yang disimpan yang berarti adalah 

miliknya diperbolehkan untuk menjual menurut jumhur ulama. 

6) Jual beli barang yang tidak jelas  

Menurut hanafiyah jual beli ini adalah fasad namun menuut jumhur 

ulama adalah batal karena akan mendatangkan pertentangan antar 

manusia. 

7) Jual beli barang yang tidak dapat dilihat (ghaib) 

Menurut hanafiyah jual beli ini diperbolehkan namun pembeli boleh 

khiyar ketika melihatnya. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah 

menyatakan tidak sah. Sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkan 

dengan syarat.  

8) Jual beli sesuatu yang belum dipegang 

Ulama Hanafiyah melarang jual beli barang yang dapat dipindahkan 

namun jual beli barang tetap, diperbolehkan. Ulama Syafi’iyah 

melarang secara mutlak. Ulama Malikiyah dan Hanabilah melarang 

atas makanan. 

  

9) Jual beli buah-buahan atau tumbuhan 

Jual beli buah-buahan yang belum ada adalah dilarang menurut jumhur 

ulama adalah tidak boleh. Jual beli buah-buahan yang belum matang 
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akadnya batal menurut jumhur ulama dan jika buah-buahan tekah 

matang maka akadnya boleh. 49 

 
B. Konsep jual beli tanah dalam hukum positif  

1. Pengertian  Jual Beli  

Pengertian jual beli tanah dalam UUPA memang tidak 

didefinisikan secara jelas hanya dalam beberapa pasal menegakkan bahwa 

hak atas tanah itu dapat beralih dan diperalihkan. Di dalam kitab undang-

undang hukum perdata atau BW (Burgerlijk Wetboek) \memberikan 

pengertian mengenai jual beli  yakni : 

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang 

mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yag 

lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.50  

Dan selanjutnya di jelaskan lebih lanjut dalam pasal 1458 BW 

bahwa : 

“Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika 

setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan 

harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya 

belum dibayar” 

Jual beli yang dianut yang dianut oleh hukum perdata adalah 

perjanjian jual beli yang baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik 

diantara kedua belah pihak penjual dan pembeli, yaitu meletakkan kepada 

penjual kewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dijual 

                                                           
49 Saiful Jazil, Fiqih Muamalah, (Surabaya:UINSAPress,2014), 109 
50 Kitab undang-undang hukum Perdata (Wacana intelektual, 2015), 318 
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tersebut sekaligus memberikan hak kepadanya untuk menuntut 

pembayaran atas harga barang tersebut sesuai dengan kesepakatan yang 

telah disetujui, dan sisi lain meletakkan kewajiban kepada pembeli untuk 

membayar harga barang yang tersebut sebagai bentuk imbalan untuk 

menuntut penyerahan hak milik atas barang yang dibelinya. Atau dengan 

kata lain jual beli belum memindahkan hak milik, sedangkan hak milik baru 

berpindah setelah dilakukan penyerahan atau levering.51 

Dari pasal 1458 KUHP dapat kita simpulkan bahwa jual beli adalah 

suatu persetujuan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai suatu 

barang dan harga. 

Oleh karena UUPA menggunakan hukum Adat sebagai sumber 

pembentukan hukum maka harusnya sistem hukumnya dijadikan juga 

sebagai acuan dalam pelaksanaan jual beli tanah. Jual beli sendiri 

merupakan suatu bentuk perikatan atau perjanjian, dimana perjanjian 

didalam hukum adar memiliki sifat terang dan tunai. Sifat “tunai”  

diwujudkan dari adanya itikad baik dari kedua belah pihak dengan adanya 

atau di tunjukkannya penyerahan secara fisik dan saat itu juga penyerahan 

uang sebagai pengganti nilai jual tanah tersebut. Dalam hukum adat 

biasanya jual beli tanah dilakukan di depan ketua adat, selain sebagai saksi 

ketua adat juga dapat menjadi penanggung jawab bahwa jual beli tersebut 

                                                           
51 Soedharyo Soimin, Status Hak dan Pembebas Tanah (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), 95 
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tidak melanggar hukum yang. Dengan adanya ketua adat maka jual beli 

dianggap bersifat “terang”.52 

Menurut hukum adat perjanjian jual beli tanah adalah perbuatan 

hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah secara 

permanen) oleh penjual kepada pembeli, pada saat itu juga penyerahan 

harganya kepada penjual.53  

Dalam perjanjian jual beli tanah yang menjadi persoalan adalah 

kapan beralihnya hak atas tanah yang dijual tersebut. Dijelaskan pula di 

dalam Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 pasal 37 yaitu peralihan 

hak milik dari penjual kepada pembeli ialah ketika dilakukan jual beli 

dihadapan PPAT. Sedangkan pendaftaran tanah dalam perjanjian jual beli 

berfungsi untuk memperoleh alat pembuktian mengenai telah beralihnya 

kepemilikan sebidang tanah tertentu kepada orang lain. Setelah terjadi 

pembalikan nama atas tanah tersebut maka pembeli memiliki alat bukti 

yang kuat tentang kepemilikan tanah tersebut. 

Didalam Pasal 37 Peraturan pemerintah juga dijelaskan bahwa 

pemindahan hak atas tanah dan hak milik dapat dilakukan melalui jual beli 

tukar menukar, hibah , pemasukan dalam perusahaan,  dan perbuatan 

hukum pemindahan hak lainnya dan hanya dapat didaftarkan dengan akta 

                                                           
52 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 78 
53 Ibid... 78 
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yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku atau yang menurut hukum sah54 

2. Pelaksanaan Jual Beli Tanah secara Teknis  

a. Akta Jual Beli  (AJB) 

Si penjual dan si pembeli harus datang ke kantor Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk membuat akta jual beli tanah.  

PPAT adalah Pejabat umum yang diangkat oleh Badan Pertanahan 

Nasional. Siapakah Pejabat yang berwenang mambuat akta jual beli 

tidak lain adalah beliau PPAT sementara (Camat setempat) dan Notaris 

yang sudah lulus seleksi ujian PPAT. 

b. Persyaratan AJB (Akta Jual Beli)  

Yang diperlukan untuk membuat Akta Jual Beli Tanah adalah di 

Kantor Pembuat Akta Tanah adalah 55:  

1) Penjual (Pihak pertama) membawa : 

-  Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP Suami 

dan Istri); 

-  Kartu Keluarga (KK); 

-  Surat Nikah (jika sudah nikah); 

                                                           
54 Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah  
55 Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011), 81-82 
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-  Asli Sertifikat Hak Atas Tanah yang akan dijual meliputi 

(Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat 

Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun). 

Selain 4 jenis sertifikat tersebut, bukan Akta PPAT yang 

digunakan, melainkan Akta Notaris; 

-  Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 5 tahun 

terakhir; 

-  NPWP; 

-  Fotokopi Surat Keterangan WNI atau ganti nama, bila ada untuk 

WNI keturunan; 

-  Surat bukti persetujuan suami istri (bagi yang sudah berkeluarga); 

-  Jika suami/istri penjual sudah meninggal maka yang harus dibawa 

adalah akta kematian; 

-  Jika suami istri telah bercerai, yang harus dibawa adalah Surat 

Penetapan dan Akta Pembagian Harta Bersama yang menyatakan 

tanah/bangunan adalah hak dari penjual dari pengadilan. 

2) Calon Pembeli (Pihak Kedua) membawa : 

-  Fotokopi KTP (apabila sudah menikah maka fotokopi KTP suami 

dan Istri); 

-  Kartu Keluarga (KK); 
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-  Surat Nikah (jika sudah nikah); 

-  NPWP. 

c. Pendaftaran Hak Atas Tanah 

Setelah di sahkannya Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada tanggal 24 September 1960. 

Atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). 

Sejak diundangkannya UUPA maka berlakulah Hukum Agraria Nasional 

yang mencabut peraturan dan keputusan yang di buat pada masa 

Pemerintahan Hindia dan Belanda.  

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud meliputi kepastian status 

hak yang di daftar, kepastian subjek hak, dan kepastian objek hak. 

Pendaftaran ini menghasilkan sertifikat sebagai bukti haknya. Pemberian 

jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat 

Indonesia menjadi salah satu tujuan diundangkannya UUPA dapat di 

wujudkan melalui dua upaya yaitu : 

a. Tersedianya perangkat hukum secara tertulis, lengkap, dan jelas yang 

dilakukan secara konsisten sesuai dengan jiwa dan ketentuan-

ketentuannya. 

b. Penyelenggara pendaftaran tanah yang memungkinkan bagi pemegang 

hak atas tanah untuk dengan mudah membuktikan hak atas tanah yang 
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di kuasainya, dan juga bagi pihak yag berkepentingan untuk 

memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah, serta bagi 

pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintahan. 

Ketentuan tentang kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik Indonesia di atur dalam Pasal 

19 UUPA yang berbunyi : 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 

ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : 

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara 

dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 

kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Mentri 

Agraria; 

(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 

dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) diatas, dengan 

ketentuan bahwa rakyatyang tidak mampu dibebaskan dari 

pembayaran baiay-biaya tersebut. 

Ketentuan lebih lanjut pendaftaran tanah menurut pasa 19 UUPA 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tenatng 

Pendaftaran Tanah, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku sejak 

disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah. 
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a. Pengertian Pendaftaran Tanah 

Dari segi istilah pendaftaran tanah dalam bahasa latin disebut 

“Capitastrum”, di Jerman dan Italia disebut “Catastro”, di Belanda dan 

Indonesia disebut dengan “Kadastrale” atau “Kadaster”.  Dari segi 

bahasa adalah suatu register atau capita atau unit yang di buat untuk 

pajak tanah Romawi, yang berarti suatu istilah teknis untuk suatu 

Rekord (rekaman) yang menunjukkan kepada luas, nilai, dan 

kepemilikan atau pemegang hak suatu bidang tanah, sedangkan 

kadaster nodern bisa terjadi atas peta yang ukuran besar dan daftar-

daftar yang berkaitan56. 

Dalam pasal (1) angka (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 

1997 menyebutkan pengertian Pendaftaran Tanah yaitu serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, 

berkesinambungan, dan teratur. Meliputi pengumpulan, pengolahan, 

pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan yuridis. 

Dalam bentuj peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan 

satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik 

atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. 

 

                                                           
56 Mhd. Yamin Lubis, Abd. Rahim Lubis, Hukum Pendaftaran Tanah, (Bandung : Mandar Maju, 

2008), 75 
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b. Asas-Asas Pendaftaran Tanah  

Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas : 

1) Asas sederhana, dimaksudkan prosedur maupun ketentuan 

pokoknya mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan. 

2) Asas aman, Pendaftaran tanah yang dilakukan secara runtut dan 

teliti akan memberikan jaminan kepastian hukum kepada 

pemegang hak tersebut. 

3) Asas terjangkau, Pelayanan yang dilakukan dalam rangka 

penyelenggaraan tanah harus bisa terjangkau bagi masyarakat 

terutama kalangan ekonomi lemah. 

4) Asas Mutakhir, asas ini menuntut terpeliharanya data Pendaftaran 

tanah yang secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga 

data yang tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan 

keadaan lapangan. 

5) Asas terbuka, Masyarakat dapat dengan mudah mengetahui data 

yuridis dan data fisik di kantor Pertanahan. 

c. Tujuan dan Manfaat Pendaftaran Tanah  

Tujuan dan Manfaat dari Pendaftaran tanah dimuat dalam pasal 

pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997, yaitu : 
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1) Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 

kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, suatu rumah susun 

dan hak-hak lainnya. Kepastian hukum tersebut meliputi: 

a) Kepastian status hak yang didaftar 

b) Kepastian subjek hak 

c) Kepastian objek hak, agar diketahui secara pasti seperti letak, 

batas dan ukuran luas tanah. 

2) Untuk menyediakan informasi bagi pemerintah maupun 

masyarakat memperoleh informasi tentang data fisik dan yuridis 

untuk kepentingan tertentu misalnya pengadaan tanah, jual beli, 

dan lain-lain. 

3) Untuk terselenggaranya tertib Administrasi Pertanahan. 

d. Objek Pendaftaran tanah  

Menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1997 UUPA, mengatur 

bahwa hak-hak atas tanah yang didaftarkan hanyalah Hak Milik yang 

diatur dalam pasal 23, Hak Guna Usaha pada pasal 32, dan Hak Guna 

Bangunan diatur dalam pasal 41. 

Oleh karena itu pentingnya di terbitkan sertifikat hak atas 

tanah agar dapat dengan mudah membuktikan nama yang tercantum 

dalam sertifikat sebagai hak yang bersangkutan. Sehingga memberikan 

rasa aman bagi pemegang/ pemiliknya. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA 

PEPE KECAMATAN SEDATI KABUPATEN SIDOARJO 

 

A. Gambaran Umum Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

1. Letak Geografis  

Desa Pepe berada di wilayah Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. 

Wilayah di Desa Pepe ini terbagi atas delapan lingkungan Rukun Warga 

(RW) dan 21 Rukun Tetangga (RT). Luas wilayah Desa Pepe sendiri adalah 

9,99 km² dan 26 m di atas permukaan laut. Berdasarkan wilayah Desa Pepe 

terbagi atas tiga dusun yaitu : Dusun Tani Nelayan, Dusun Tani Tambak 

Dan Dusun Tani Sawah. Jarak Desa Pepe ke Kecamatan Sedati adalah 3 km² 

dan jarak dari Kabupaten Sidoarjo adalah 10km². Sedangkan bila dilihat dari 

wilayah administrasi Desa Pepe terbagi atas empat wilayah yaitu: 57 

Tabel 3.1 

Wilayah Desa Pepe menurut Administrasi 

 

Sebelah Utara Desa Pulungan dan Desa Betro 

Sebelah Timur 

Desa Buncitan dan Desa 

Kalanganyar 

Sebelah Selatan Desa Darmasari dan Desa Sawohan 

Sebelah Barat Desa Kwangsan Kecamatan Sedati 

 

 

 

 

                                                           
57 Profil Desa Pepe, (http://desapepe.blogspot.com/p/peta-desa_25.html) diakses senin 25/05/2019 

pukul 12:54 
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Gambar 3.1 

Peta Lokasi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kondisi Ekonomi  

Sarana ekonomi di Desa Pepe meliputi beberapa kegiatan ekonomi 

yaitu perdagangan, persawahan dan peternakan. Berikut adalah data 

mengenai informasi perekonomian yang terdapat di Desa Pepe.  

Tabel 3.4 

Data jenis pekerjaan penduduk desa Pepe58 

 

Pekerjaan Jumlah orang Pekerjaan Jumlah orang 

Pegawai Negeri 385 Pedagang  17 

ABRI 99 Usaha Konstruksi 1 

Petani  159  Usaha 

Industri/Kerajinan 

- 

Buruh Tani 231 Usaha Jasa 

Angkutan 

3 

Buruh Swasta 299 Jasa Lainnya - 

                                                           
58 Ibid.., 68 
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Dikarenakan Daerah desa Pepe yang mayoritas adalah tanah yang cukup 

subur sehingga sangat banyak dipergunakan untuk bertani atau berkebun. 

B. Praktik jual beli tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

Sebelum penulis menjelaskan mengenai tata cara akad dan praktik jual 

beli tanah studi kasus di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

sebagai jual beli yang dilakukan tanpa kepemilikan hak milik atas tanah 

tersebut, terlebih dahulu penulis menjelaskan mengenai tata cara akad jual beli 

agar mengetahui latar belakang penjualan tanah tanpa hak milik  ini.  

1. Profil CV Difa Karya  

CV Difa karya didirikan oleh Joko yang dulunya adalah seorang 

pekerja serabutan. Lalu ia diberikan pinjaman uang oleh bapak Basuki 

sebesar Rp 20.000.000,- untuk memulai usaha. Kemudian bapak Joko 

berpikiran untuk menjual tanah sebagai bentuk usaha yang akan ia jalankan 

setelah mengetahu bahwa tanah di Desa Pepe dirasa cukup murah dan 

untungnya lumayan besar untuk dijual kembali. 

Hingga Joko mendapatkan tanah yang akan dijual dan telah 

berdiskusi dengan para petani perihal harga dan pembayaran. Setelah 

semuanya disetujui akhirnya Joko mulai merekrut beberapa pekerja untuk 

membantunya menawarkan tanah tersebut untuk mendapatkan pembeli. 
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Setelah beberapa lama bisnis ini berkembang cukup cepat sehingga 

pak Joko membuka kavling-kavling selanjutnya yang menjadi pepe 1, 2 dan 

3 dan juga kepung . Kantor CV Difa Karya sendiri berada di daerah pasar 

Betro. 

Ada beberapa karyawan yang dipekerjakan di CV Difa Karya selain 

Joko selaku pemilik yaitu :  

- Allen Triyanto sebagai penanggung jawab dan pemasaran Pepe cahaya  

1 dan Pepe cahaya  2 

- Ariyanto sebagai penanggung jawab dan pemasaran kepung  

- Toyo sebagai penanggung jawab dan pemasaran Pepe cahaya 3 

- Febri Fitria Naipon sebagai pemegang keuangan di CV Difa karya 

2. Profil narasumber  

Peran Nama Tempat tinggal usia Jabatan 

Penjual Ariyanto Jl. Keputih timur no. 45 

Kecamatan Sukolilo 

Kota Surabaya 

51 

Tahun 

Penanggung 

jawab dan 

pemasaran 

Pepe cahaya 1 

dan kepung 

Allen 

Triyanto 

Jl. Tebel timur belakang 

maspion Kecamatan 

Gedangan Kabupaten 

Sidoarjo 

27 

Tahun 

Penanggung 

jawab dan 

pemasaran 

Pepe cahaya 1 

dan Pepe 

cahaya 2 

Pembeli Khoirul 

Hamzah 

Jl. Keputih timur gang 

baru no.14 Kecamatan 

Sukolilo Kota Surabaya 

38  

Tahun 

Wiraswasta 

(Pembeli Pepe 

cahaya 1) 

 Ahmad 

Mujammil 

Dusun Bajul Kidul Desa 

S\umberejo Kecamatan 

Sarirejo Kabupaten 

Lamongan. 

34  

Tahun 

Wiraswasta 

(Pembeli Pepe 

cahaya 2) 

\ 
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3. Proses pembelian lahan dari petani  

a. Objek tanah 

1) Pepe cahaya 1 terletak di Desa Pepe Tani Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo dekat Perum Mutiara  dengan tanah seluas 

4880 m3 + sungai atau saluran air.  Tanah masih dalam bentuk tanah 

basah yang dimanfaatkan sebagai sawah. Kemudian dipecah 

menjadi 37 kavling. 

2) Pepe cahaya  2 terletak di Desa Pepe Tani Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo dekat Perum Mutiara sebelah Pepe cahaya 3  

dengan tanah seluas 9800 m3. Tanah masih dalam bentuk basah 

yang dimanfaatkan sebagai sawah. Kemudian dipecah menjadi 92 

kavling. 

3) Pepe cahaya 3 terletak di Desa Pepe Tani Kecamatan Sedati 

Kabupaten Sidoarjo dekat Perum Mutiara diantara Pepe cahaya 2 

dan Pepe cahaya 1 dengan tanah seluas 4700 m3. Tanah sudah 

berbentuk tanah kosong yang telah di uruk (tanah kering). 

Kemudian dipecah menjadi 42 kavling.59 

 

 

 

                                                           
59 Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 
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b. Harga dan sistem Pembayaran 

1) Pepe cahaya 1  

Luas tanah 4880 m3 ditambah dengan sungai atau aliran air. 

Harga tanah adalah Rp 350.000,-/m3. Setelah di akumulasikan 

dengan sungai luas tanah tersebut menjadi ±4975 m3.  

 

 

Jadi harga tanah tersebut di beli oleh CV Difa karya dari petani  

kurang lebih dengan harga Rp 1.741.250.000,- (satu milyar tujuh 

ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan 

uang muka sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam 

jangka waktu 6 bulan 

2) Pepe Cahaya 2  

Luas tanah 9800 m3 dengan harga tanah adalah Rp 350.000,-/m3.  

 

 

Jadi harga tanah tersebut di beli oleh CV Difa karya dari petani  

kurang lebih dengan harga Rp 4.410.000.000,- (\empat milyar empat 

ratus sepuluh juta rupiah) dengan uang muka Rp 120.000.000,- 

(seratus dua puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan.60 

  

                                                           
60 Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 

4975 x 350.000 = 1.741.250.000 

9800 x 450.000 = 4.410.000.000 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

55 
 

 
 

3) Pepe Cahaya 3  

Luas tanah 4700 m3 dengan harga tanah Rp 650.000,-/m3. 

 

 

Jadi harga tanah tersebut di beli oleh CV Difa karya dari petani  

kurang lebih dengan harga Rp 3.055.000.000,- (\tiga milyar lima puluh 

lima juta rupiah) dengan uang muka Rp 250.000.000,- (dua ratus lima 

puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 6 bulan.61 

 

c. Perjanjian dan kesepakatan  

1) Pepe cahaya 1  

Ada 2 perjanjian yang terjadi saat terjadinya jual beli tanah 

tersebut antara CV Difa karya dan petani.  

Perjanjian pertama telah disepakati luas tanah 4880 m3 dengan 

harga Rp 350.000 sehingga di dapat jumlah harga awal adalah Rp 

1.708.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp 20.000.000,- dalam 

jangka waktu enam bulan. Namun, pihak CV Difa karya saat jatuh 

tempo tidak dapat melunasi dan akhirnya melakukan negosiasi untuk 

membuat perjanjian kembali.62 Perjanjian pertama dianggap hangus 

dan uang muka awal tidak di kembalikan. 

                                                           
61Ariyanto, Wawancara. Surabaya,  25 April  2019 

62 Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 

4700 x 650.000 = 3.055.000.000 
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Perjanjian kedua disepakati CV Difa karya harus membeli tanah 

ditambah dengan sungai di dekat tanah tersebut yang jika 

diakumulasikan jumlahnya menjadi 4975 m3 dengan harga Rp 

350.000,-/m3 sehingga hasilnya harga tanah tersebut adalah Rp 

1.741.250.000,- dengan uang muka sebesar Rp 100.000.000,- dalam 

jangka waktu 6 bulan. Namun, kembali terjadi negosiasi diantara 

kedua belah pihak dikarenakan kelalaian pihak CV Difa karya 

sehingga waktu perpanjangan ditambah lagi 3 bulan. 

2) Pepe cahaya 2  

Terdapat dua perjanjian diantara kedua belah pihak. 

Perjanjian pertama yaitu disepakati tanah dengan harga Rp 

3.430.000.000,- dengan luas 9800 m3. Namun karena hingga 

tenggang waktu telah habis pihak CV Difa karya tidak dapat 

melunasi dan meminta pembaharuan perjanjian seperti sebelumnya 

yaitu uang muka di perjanjian awal dianggap hangus dan membuat 

perjanjian baru kembali. 

Perjanjian kedua telah disepakati harga Rp 4.410.000.000, 

dengan uang muka sebesar Rp 120.000.000,- dalam jangka waktu 6 

bulan yang hingga kini tidak dapat dilunasi oleh CV Difa karya dan 

telah diambil alih kembali oleh sang pemilik tanah. 

3) Kesepakatan secara umum 

- Sisa pembayaran bukan diangsur setiap bulan melainkan akan 

dilunasi diakhir tenggang waktu pembayaran. 
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- Tanah basah akan diuruk sendiri oleh CV Difa karya kecuali 

tanah Pepe cahaya 3. 

- Apabila hingga jatuh tempo CV Difa karya tidak dapat melunasi 

maka uang muka dianggap hangus dan tanah menjadi hak 

sepenuhnya milik sang pemilik sebelumnya (petani). 

-  Perjanjian jual beli anatar CV Difa karya dan petani dilakukan 

di depan notaris.63 

4. Proses penjualan lahan kepada para pembeli tanah kavling  

a) Objek tanah  

Luas tanah 87,5 m3 dengan lebar 7 m dan panjang 12,5 m. Tanah 

tersebut berada di Pepe cahaya 1 yaitu dekat Perumahan Mutiara.64 

Tanah dibeli dalam keadaan sudah diuruk dan dikavling yang nanti 

rencananya akan digunakan sebagai rumah. 

b) Harga dan sistem pembayaran 

Khoirul Hamzah membeli tanah tersebut dengan harga Rp 

115.400.000 dengan uang muka Rp 70.000.000 dan dengan angsuran 

selama satu tahun. Angsuran tiap bulannya dapat dilakukan secara 

langsung di kantor CV Difa karya di Jl Garuda no.104 betro Kecamatan 

Sedati Kabupaten Sidoarjo atau dapat di transfer melalui bank. 

 

                                                           
63 Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 

64Khoirul Hamzah, Perjanjian Pengikatan Jual Beli. Sidoarjo, Agustus 2015 
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c) Perjanjian dan kesepakatan  

Perjanjian yang disepakati antara CV Difa karya dengan pembeli 

adalah: 

- Akan diberikan PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli) yang telah 

dibuat sendiri oleh CV Difa karya sebagai alat bukti adanya jual beli 

diantara kedua belah pihak. 

- Selain PPJB pembeli juga akan diberikan kwitansi pembayaran 

setelah membayar angsuran setiap bulannya sebagai bukti 

pembayaran yang telah dibayarkan oleh pembeli dan telah diterima 

oleh CV Difa karya selaku penjual. 

- Setelah pembeli melunasi tanah yang telah di beli maka CV Difa 

karya akan segera memberikan AJB (Akta Jual Beli) dan akan 

segera mengurus SHM (Sertfikat Hak Milik) agar segera diberikan 

kepada pembeli.65 

d) Kelalaian  

Di dalam jual beli yang terjadi antara CV Difa karya dengan para 

pembeli adalah : 

- Akad jual beli tidak dilakukan di depan notaris66. 

- Pembeli tidak memeriksa sertifikat kepemilikan tanah yang akan 

dibeli67. 

                                                           
65 Khoirul Hamzah, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 

66 Khoirul Hamzah, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 

67Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 
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e) Syarat-syarat  

Syarat yang diperlukan apabila ingin membeli tanah kavling di CV Difa 

karya adalah :  

- KTP 

- Kartu Keluarga (KK) 68  

CV Difa karya menunjukkan surat kuasa jual kepada pembeli apabila 

pembeli meminta, namun menurut keterangan Khoirul Hamzah dan 

Ahmad muzammil selaku wakil pembeli tanah kavling tidak 

ditunjukkan apapun hanya dilakukan secara kekeluargaan, dan hanya 

brosur saja yang ditawarkan untuk dilihat. 

f) Permasalahan tambahan 

Hingga  kini para pembeli yang telah lunas hanya memperoleh PPJB 

(Perjanjian Pengikatan Jual Beli) dan tak kunjung menerima AJB ( Akta 

Jual Beli). AJB tidak kunjung dibuat dikarenakan CV Difa Karya hanya 

bisa melunasi Pepe cahaya 1. Sedangkan Pepe cahaya 2 dan Pepe cahaya 3 

tidak dapat dilunasi karena Joko Suliswanto selaku pemilik telah mengaku 

tidak sangggup untuk melunasinya.  

Para pembeli Pepe cahaya 2 dan Pepe cahaya 3 yang telah melunasi 

angsurannya meminta hak nya juga turut dipenuhi melalui tanah Pepe 

cahaya 1. Sedangkan sertifikat tanah Pepe cahaya 1 masih belum dipecah 

sesuai dengan tanah kavling. Saat ini sertifikat tersebut dibawa oleh salah 

                                                           
68 Allen Triyanto, Wawancara. Surabaya, 11 November 2019 
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satu pembeli dan diamakan oleh orang tersebut hingga menemukan jalan 

keluar yang telah disepakati oleh para pembeli.69 

Tanah Pepe cahaya 2 dan Pepe cahaya 3 telah diambil alih kembali 

oleh sang pemilik karena CV tidak dapat melunasi jatuh tempo.

                                                           
69 Ahmad Mujammil, Wawancara. , 9 Agustus 2019 
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BAB IV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP 

PRAKTIK JUAL BELI TANAH DI DESA PEPE KECAMATAN 

SEDATI KABUPATEN SIDOARJO 

 

Sistem jual beli yang dilakukan oleh CV Difa karya yang juga banyak 

diterapkan di berbagai pengembang yang melakukan jual beli tanah kavling yaitu 

dengan menjualnya terlebih dahulu seiring dengan pelunasan tanah tersebut 

kepada pemilik asli memang dirasa akan lebih efisien bagi para pengembang yang 

ingin menekuni bisnis jual beli tanah ini. Namun sedikitnya pendidikan 

masyarakat tentang jual beli tanah yang sesuai dengan hukum mengakibatkan 

banyaknya korban penipuan atas jual beli tanah kavling dari para pengembang 

tanah kavling ini. Serta banyaknya oknum yang menyalahgunakan banyaknya 

praktik jual beli dengan sistem ini.  

Banyaknya kasus penipuan jual beli tanah juga berawal dari ketidaktahuan 

masyarakat akan prosedur jual beli yang sesuai dengan hukum, kebutuhan tanah 

yang semakin banyak serta harga tanah yang tidak pernah turun juga menjadi dalah 

satu sebab banyak masyarakat ingin memiliki tanah dan membeli tanah-tanah 

kavling yang banyak dijual oleh para pengembang. Penjualan tanpa adanya notaris 

juga menjadi wajar bagi masyarakat. Alasan masyarakat tidak ingin menggunakan 

notaris adalah takut jika biaya jual beli tanah akan membengkak jika ditambah 

dengan biaya pembayaran jasa notaris itu sendiri. 
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Para pengembang yang menawarkan harga kavling tanah dengan 

cicilan yang lumayan murah dan jangka waktu yang relatif panjang membuat 

banyak orang lebih berminat kepada tanah kavling tersebut. Saat terjadinya 

jual beli mereka hanya fokus kepada harga, mengesampingkan sertifikat tanah 

yang akan dibeli yang seharusnya diperiksa agar dapat dipastikan bahwa jual 

beli ini dapat berjalan seperti seharusnya. Kepercayaan mereka kepada para 

pengembang yang hanya menyajikan janji-janji akan segera memberikan akta 

jual beli tanah dan mengurus sertifikat tanah tersebut membuat mereka 

percaya meski tanpa adanya notaris.  

Penerapan jual beli tanah di CV Difa karya ini sudah seperti yang 

dilakukan oleh para pengembang yang lain, namun tanah kavling yang 

diperjualbelikan yang belum menjadi pemilik CV Difa karya ini masih 

menjadi masalah. Jika CV Difa karya belum memiliki hak kepemilikan atas 

tanah tersebut yang berarti barang itu bukan milik CV Difa karya, itu artinya 

jual beli ini akan merugikan pembeli apabila CV Difa karya tidak bisa 

melunasi tanah tersebut.  Jual beli semacam ini sangat beresiko bagi para 

pembeli tanah kavling tersebut. Seharusnya pengembang harus memeli dan 

memiliki sertifikat hak milik atas tanah tersebut, agar tidak ada pihak yang 

dirugikan dikemudian hari dan juga sebaiknya jika ingin membeli tanah 

kavling pembeli dapat memakai jasa notaris agar jual beli tersebut dapat 

dilindungi oleh hukum dan sesuai hukum yang berlaku yaitu indonesia. 
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A. Analisis Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Jual 

Beli Tanah di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 

1. Analisis menurut hukum Islam 

Jual beli adalah salah satu akad yang sering digunakan dikehidupan 

sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidup baik kebutuhan  primer, 

sekunder maupun tersier.  Jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli. 

Penjual menjual barang miliknya yang akan dibeli oleh pembeli dengan 

menggunakan alat tukar yang sesuai kesepakatan nilainya (uang, barang).  

Dalam hal ini jual beli yang di lakukan oleh Petani selaku pemilik 

tanah dan CV Difa karya (selanjutnya akan di sebut CV), CV selaku penjual 

dan Khoirul Hamzah dan Ahmad Mujammil selaku pembeli tanah kavling The 

pepe cahaya (selanjutnya disebut pembeli) 

Akad yang terjadi antara Petani dan CV serta CV \dengan para pembeli 

merupakan jual beli yang terjadi pada umumnya yakni antara penjual dan 

pembeli. 

Menurut hukum Islam jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang 

berlaku diantaranya sebagai berikut :  

a. ‘Aqidain  (dua orang yang berakad) 

Pelaku yang berakad terdiri dari penjual dan pembeli dimana 

diantaranya harus berakal, merupakan kehendak sendiri, keduanya tidak 

mubazir dan baligh. Syarat ini telah dipenuhi dengan baik oleh masing-
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masing pihak dan juga para pihak telah benar-benar mengetahui posisinya 

masing-masing. 

Para ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad harus 

dilakukan oleh orang yang berakal, baligh dan dilakukan tanpa paksaan 

atau suka sama suka. Akad yang dilakukan oleh petani dengan CV sudah 

memenuhi syarat karena sudah berakal, baligh dan dilakukan dengan suka 

sama suka. Begitu juga akad yang dilakukan oleh CV dengan Pembeli telah 

memenuhi syarat. 

b. Ijab kabul (S}ighat)  

Unsur utama yang terpenting dalam jual beli adalah ijab dan kabul, 

Menurut ulama syarat ijab kabul adalah kabul yang sesuai dengan ijab dan 

dilakukan dalam satu majlis, ijab kabul yang dilakukan oleh petani dengan 

CV sudah memenuhi syarat karena sesuai dengan ijab dan kabul yang telah 

disepakati dan dilakukan didepan notaris. Sedangkan jual beli antara CV 

dengan pembeli tidak memenuhi syarat karena pada saat ijab CV mengakui 

bahwa tanah itu miliknya namun nyatanya tidak. Sehingga kabul tidak 

dapat sesuai ijab. 

c. Barang yang diperjualbelikan (Ma‘qud ‘Alaih) 

Unsur yang paling terpenting dalam jual beli adalah barang. Biasanya 

barang tersebut mengandung nilai ekonomi sehingga dapat dijual oleh 

penjual dan dimanfaatkan oleh pembeli. Benda yang dijadikan objek jual 

beli harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
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1) Barang itu suci 

Dalam jual beli barang yang dilakukan antara petani dengan CV dan 

CV dengan pembeli, objek jual beli tersebut adalah tanah. Tanah bukan 

merupakan barang yang najis, tanah juga dianggap sangat bermanfaat 

bagi kehidupan, jadi tanah disini telah memenuhi syarat barang yang 

suci. 

2) Barangnya dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. 

  Bermanfaat disini adalah barang tersebut bermanfaat bagi 

kehidupan manusia dan tidak menyalahi norma agama. Lahan yang 

dijual di komplek tanah kavling the Pepe cahaya biasanya dimanfaatkan 

untuk menjadi lahan tempat tinggal, lahan persawahan maupun untuk 

investasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lahan tersebut bermanfaat 

dan dapat dimanfaatkan. 

3) Barang itu milik sendiri (orang yang berakad) 

Jual beli yang dilakukan antara petani dan CV telah memenuhi syarat 

ini, karena pada saat terjadi transaksi jual beli barang tersebut adalah 

milik petani selaku penjual yang dibeli oleh CV, namun meski CV belum 

melunasi tanah tersebut, CV telah menjual tanah tersebut berupa tanah 

kavling.  

Oleh karena itu, hal ini sangat berpengaruh bagi transaksi jual beli yang 

terjadi antara CV dengan pembeli, CV yang belum memiliki hak 

kepemilikan penuh atas tanah tersebut. Menurut jumhur ulama jual beli 

barang yang bukan miliknya adalah tidak sah dikarenakan 
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dikhawatirkan mengandung unsur gharar dan dikhawatirkan tidak dapat 

diserah terimakan. Sehingga jual beli antara CV dan pembeli tidak 

memenuhi syarat dikarenakan barang yang dijual oleh CV selaku penjual 

adalah bukan milik CV.  

4) Barang tersebut dapat diserah terimakan 

Barang yang menjadi objek dalam jual beli ini adalah tanah, barang yang 

tetap dan tidak dapat berpindah. Sehingga yang menjadi isyarat diserah 

terimakan adalah adanya sertifikat tanah. Sertifikat tanah juga sebagai 

bukti bahwa orang tersebut memiliki hak atas tanah tersebut dan tanah 

tersebut dapat diserah terimakan.  

Jual beli yang terjadi antara petani dan CV telah memenuhi syarat ini 

dikarenakan tanah tersebut memang milik petani sehingga petani dapat 

menyerahkan sertifikatnya apabila pembayarannya sudah terpenuhi, 

namun dikarenakan CV hanya bisa melunasi 1 bagian tanah yaitu the 

Pepe cahaya 1 sedangkan 2 bagian tanah lainnya belum dilunasi. 

Sehingga petani hanya menyerahkan sertifikat hak atas tanah sesuai 

dengan bagian yang telah dilunasi oleh CV 

Sehingga hal ini berdampak pada jual beli yang terjadi antara CV dengan 

dengan pembeli. CV yang saat itu belum bisa melunasi tanah yang dijual 

kepada pembeli, sehingga artinya CV belum memiliki sertifikat hak atas 

tanah tersebut. oleh sebab itu CV tidak memiliki hak untuk menjualnya 

karena tidak memiliki sertifikat yang harus diserahkan kepada pembeli 

apabila pembeli telah melunasinya, sehingga tanah tidak dapat 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

67 
 

 
 

diserahkan sesuai waktu yang telah diperjanjikan.  Jadi jual beli antara 

CV dengan pembeli tidak memenuhi syarat ini. 

5) Diketahui (dilihat) 

Jual beli yang terjadi di lapangan antara CV dan petani telah 

memenuhi syarat ini dikarenakan jumlah harga dan ukuran tanah telah 

diketahui oleh CV selaku pembeli serta petani selaku penjual yang dapat 

menunjukkan sertifikat hak atas tanah tersebut. 

Namun jual beli antara CV dengan pembeli tidak memenuhi syarat 

ini dikarenakan CV tidak bisa menunjukkan sertifikat hak atas tanah dan 

masih menyembunyikan fakta bahwa tanah yang dijualnya tersebut 

masih menjadi hak milik petani. 

6) Barang yang diakadkan ada di tangan 

Kepemilikan sertifikat tanah menjadi salah satu bukti seseorang 

tersebut menguasai sebidang tanah. Petani yang telah memiliki 

sertifikat atas tanah tersebut artinya berkuasa atas itu dan berhak 

menjualnya. Sehingga jual beli antara petani dan CV telah memenuhi 

syarat ini. 

Namun dikarenakan CV yang belum dapat melunasi tanah yang 

dibelinya dari petani, membuat petani tidak dapat menyerahkan 

sertifikat. Hal ini berdapak pada jual beli yang terjadi antara CV dengan 

pembeli. CV yang belum menguasai tanah tersebut (memiliki sertifikat 

hak milik) tidak berhak untuk menjual tanah tersebut. Sehingga 
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dikhawatirkan nantinya tidak dapat disahkan sesuai perjanjian. Maka 

jual beli antara CV dam pembeli tidak sah  

2. Analisis menurut hukum positif 

Menurut hukum positif pada Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada pasal 26 dan 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

pada pasal 32 dijelaskan bahwa pemindahan hak atas tanah dapat 

dilakukan salah satunya dengan adanya jual beli.  

Praktik jual beli tanah di Indonesia biasanya akan dibuatkan suatu 

bentuk perjanjian akta jual beli yang dibuat di hadapan PPAT (Pejabat 

Pembuat Akta Tanah) atau pejabat yang berwenang biasanya yang 

digunakan adalah notaris. Dijelaskan dalam UUPA no 5 tahun 1960 dan 

Undang-Undang nomor 24 Tahun 1997 bahwa pemindahan hak dapat 

dilakukan dengan cara jual beli yang di lakukan di depan PPAT.  

Syarat pembuatan AJB Adalah :  

a. Penjual 

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku syarat yang 

dibutuhkan untuk menjual tanah dan mengurus AJB (Akta Jual Beli) 

adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) jika sudah menikah 

fotokopi KTP suami dan istri, Kartu Keluarga (KK), Surat Nikah 

(jika sudah nikah), Persetujuan suami istri, akta Asli Sertifikat Hak 

Atas Tanah yang akan dijual selain akta asli dari PPAT berarti Akta 

Notaris, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Fotokopi keterangan 
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WNI, Bukti pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) 5 tahun 

terakhir, kematian (jika ada pihak yang sudah meninggal). 

b. Pembeli  

Sesuai dengan undang-undang yang berlaku syarat yang 

dibutuhkan untuk menjual tanah dan mengurus AJB (Akta Jual Beli) 

adalah Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) apabila sudah 

menikah KTP suami dan istri, surat nikah (jika sudah menikah), KK 

(Kartu Keluarga), NPWP. 

Diatas telah disebutkan syarat-syarat  untuk mengurus AJB 

sebagai bukti adanya jual beli diantara keduanya. Memiliki sertifikat 

hak atas tanah yang dijual menjadi salah satu syarat tersebut. adanya 

Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 diharapkan 

menghimbau masyarakat agar segera mendaftarkan tanah yang 

mereka miliki. Dikarenakan sertifikat hak atas tanah tersebut adalah 

bukti yang diakui oleh hukum dan mengikat.  

Jual beli yang dilakukan antara CV dengan petani adalah sah 

menurut hukum dikarenakan dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yaitu dilakukan di depan Notaris dan sertifikat 

tanah tersebut atas nama petani selaku penjual. Namun dikarenakan 

CV belum dapat melunasi tanah tersebut hingga jatuh tempo maka 

tanah tersebut diambil alih oleh petani kembali sesuai dengan 

perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.  
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Hal ini berpengaruh pada transaksi selanjutnya yang 

dilakukan oleh CV. yaitu CV menjual tanah tersebut berupa tanah 

kavling kepada pembeli. Namun karena jual beli tersebut tidak 

dilakukan di depan Notaris hanya dilakukan secara kekeluargaan 

sehingga, hingga pembeli telah melunasi tanah tersebut pembeli tak 

kunjung mendapatkan AJB agar segera menjadi sertifikat hak atas 

tanah tersebut. 

Hingga akhirnya saat CV hanya dapat melunasi satu tanah 

yaitu The Pepe cahaya 1 dan yang lain telah diambil alih kembali 

oleh petani karena telah lewat jatuh tempo dan CV mengaku tidak 

dapat melunasinya. Sehingga para pembeli yang membeli The Pepe 

cahaya 2 dan 3 meminta ganti rugi dari tanah yang dimiliki CV yaitu 

The Pepe cahaya 1. Akibatnya para pembeli The Pepe cahaya 1 juga 

terpaksa ikut merugi. Saat ini sertifikat tersebut diamankan salah 

satu pihak pembeli. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan 

antara CV dengan pembeli adalah tidak sah  menurut perundang-

undangan dikarenakan tidak dilakukan didepan Notaris  dan 

Sertifikat hak atas tanah tersebut bukan atas milik  CV melainkan 

masih  petani.
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan  

1. Praktik jual beli di Desa Pepe Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo ini 

terjadi antara petani (penjual) dengan CV (pembeli) dan CV (penjual) 

dengan pembeli tanah kavling (pembeli). Jual beli yang dilakukan antara 

petani dengan CV dilakukan didepan notaris dan secara hukum sah karena 

tanah yang dijual tersebut memang milik petani, sedangan jual beli yang 

dilakukan  antara CV dengan pembeli dilakukan secara kekeluargaan tanpa 

adanya notaris dan pembeli saat itu tidak tau jika tanah tersebut belum 

menjadi milik CV. Sehingga terjadi sengketa saat pembeli sudah melunasi 

tanah tersebut kepada CV sedangkan CV belum melunasi tanah tersebut 

kepada petani. 

2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli yang dilakukan antara 

petani selaku penjual dengan CV selaku pembeli adalah sah karena telah 

memenuhi rukun dan syarat. Sedangkan jual beli yang terjadi antara CV 

selaku penjual dan para pembeli adalah tidak sah karena tidak memenuhi 

syarat barang yakni bukan milik sendiri dan tidak atas penguasaan CV. 

Pembeli pun awalnya tidak tahu bahwa tanah tersebut masih menjadi milik 

petani. Adanya unsur gharar karena terjadi kerjasama antara CV dengan 

para pejabat kampung setempat untuk mengatakan bahwa tanah tersebut 

telah menjadi milik CV padahal tanah tersebut masih milik petani. 
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3. Dalam Tinjauan hukum positif jual beli yang dilakukan antara petani 

selaku penjual dan CV selaku pembeli adalah sah menurut hukum karena 

dilakukan di depan Notaris dan sertifikat tanah tersebut milik petani selaku 

penjual, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

sedangkan jual beli yang dilakukan antara CV selaku penjual dengan para 

pembeli adalah tidak sah karena tidak dilakukan di depan Notaris dan 

sertifikat tanah tersebut bukan milik CV selaku penjual, sehingga tidak 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

B. Saran 

Agar terjadi jual beli yang baik dan saling memenuhi hak dan kewajiban 

masing-masing serta dapat dipertanggung jawabkan disarankan: 

1. Para pengembang tanah khususnya CV untuk menjual tanah yang memang 

telah menjadi hak milik saja agar tidak merugikan banyak pihak 

dikemudian hari. 

2. Para pembeli tanah, untuk benar-benar memeriksa setifikat hak atas tanah 

yang akan dibeli dan berkonsultasi pada pihak PPAT. 

3. Diharapkan negara mengadakan penyuluhan untuk masyarakat tentang jual 

beli tanah, dan tanah yang bagaimana yang layak dibeli seiring dengan 

semakin besarnya kebutuhan tanah dan minat masyarakat untuk memiliki 

tanah. 
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